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BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 5€ TAHUN 2024

TENTANG

(SALINAN |

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi,
maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis,

Mengingat

perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 107
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan

Kabupaten Bengkalis.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

tentang
Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024

tentang

Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147);
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11.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47
Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 652);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1539);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);



Menetapkan

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis
Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan Kabupaten Bengkalis di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021 Nomor 107), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkalis.

3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bengkalis.

S. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten
Bengkalis.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkalis.

7. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF
adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan  dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.



10.

11.

12,

13.

Koordinator Wilayah Kecamatan yang selanjutnya
disingkat  Korwilcam  adalah organisasi  yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat
PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan
bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) Tahun
yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan jasmani dan
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut.

Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah
jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia.

Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat
SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan
formal yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar.

. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

(I) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:

a. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

b. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan
Nonformal, terdiri dari:

1. Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD
dan Pendidikan Nonformal;

2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
PAUD dan Pendidikan Nonformal,;

c. Bidang Pembinaan SD, terdiri dari:
1. Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana SD;

2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
SD

d. Bidang Pembinaan SMP, terdiri dari:
1. Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana SMP;

2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
SMP

e. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari:
a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;

b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
dan

f. Kelompok JF; dan
g. Korwilcam.

Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas,
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang
dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh
Kepala Subbagian.



(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan
tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Paragraf 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Paragraf 1

Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan
Pendidikan Nonformal

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan
Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan dan
sarana prasarana sesuai dengan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana
PAUD dan Pendidikan Nonformal menyelenggarakan
fungsi:

a. menyusun bahan perumusan, koordinasi
pelaksanaan kebijakan Kelembagaan dan Sarana
Prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal,

b. menyusun bahan pembinaan Kelembagaan dan
Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal;

c. menyusun bahan penerbitan izin pendirian,
penataan, dan penutupan satuan PAUD dan
Pendidikan Nonformal,

d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi
Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan
Pendidikan Nonformal;

e. melaksanakan pelaporan di bidang Kelembagaan
dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan
Nonformal; dan

f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh
Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai
dengan bidang tugasnya.

5. Ketentuan Paragraf 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Paragraf 2

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan
Pendidikan Nonformal



6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD
dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Peserta
Didik dan Pembangunan Karakter sesuai dengan
peraturan perundang- undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter PAUD dan Pendidikan Nonformal
menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun bahan perumusan, koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat,
bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta
didik PAUD dan pendidikan nonformal,

b. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi,
dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan
anak usia dini dan pendidikan nonformal;

c. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi,
Pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik pendidikan
anak usia dini dan pendidikan nonformal;

d. melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan
minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter
peserta didik pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal; dan

e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh
Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai
dengan bidang tugasnya.

7. Ketentuan Paragraf 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Paragraf 1
Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana SD

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)Seksi  kelembagaan Sarana dan Prasarana SD
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis
dan supervlsl, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Seksi kelembagaan Sarana dan Prasarana
SD menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun bahan perumusan, koordinasi
pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana
prasarana SD;



b. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan
sarana prasarana SD;

c. menyusun bahan penerbitan izin pendirian,
penataan, dan penutupan SD;

d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi
kelembagaan dan sarana prasarana SD;

e. membuat pelaporan di bidang kelembagaan dan
sarana prasarana SD; dan

f. melaksanakan fungsi lain yang diberi oleh pimpinan
baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan
bidang tugasnya.

9. Ketentuan Paragraf 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Paragraf 2
Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD

10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang peserta didik dan pembangunan
karakter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
SD menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun bahan perumusan, koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat,
bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta
didik SD;

b. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi,
dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan
SD;

c. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi,
pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik SD;

d. membuat pelaporan di bidang pembinaan minat,
bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta
didik SD; dan

e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai
dengan bidang tugasnya.

11. Ketentuan Paragraf 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Paragraf 1

Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana SMP



12. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana
prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana dan

Prasarana SMP menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun bahan perumusan, koordinasi
pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana
prasarana SMP;

b. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan
sarana prasarana SMP;

c. menyusun bahan penerbitan izin pendirian,
penataan, dan penutupan SMP;

d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi
kelembagaan dan sarana prasarana SMP;

e. membuat pelaporan di bidang kelembagaan dan
sarana prasarana SMP; dan

f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai
dengan bidang tugasnya.

13. Ketentuan Paragraf 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Paragraf 2

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP

14. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang peserta didik dan pembangunan karakter sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
SMP menyelenggarakan fungsi:

a.

menyusun bahan perumusan, koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat,
bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta
didik SMP;

menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi,
dan pembangunan karakter peserta didik SMP;
menyusun bahan pemantauan dan evaluasi,
Pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik SMP;



d. membuat pelaporan di bidang pembinaan minat,
bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta
didik SMP; dan

e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai
dengan bidang tugasnya.

15. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai

16.
17.

berikut:
Pasal 21

(1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian
dan keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Pendidikan.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas
yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas
Jabatan Fungsional.

(3) Jabatan Fungsional melaksanakan tugas kedinasan
lainnya sesuai dengan penugasan.

(4) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dalam peta jabatan
berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja,
analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan Pasal 22 dihapus.

Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan urusan yang
menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

(2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan
fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola
konsultatif dan koordinatif.

(3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan untuk menyamakan persepsi
dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan
kewenangan, tanpa terikat pada hubungan struktural
secara berjenjang.

(4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan untuk pengembangan
hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam
penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai
dengan kewenangannya, agar terhindar dari tumpang
tindih dan duplikasi program kegiatan secara substansi
serta menjamin keselarasan program dan kegiatan.
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(5) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan
fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah
melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai
pembidangannya.

(6) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan
fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara
berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta
kewenangannya masing-masing.

(7) Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), Pejabat
Administrator (eselon Ill.a dan IIl.b), Pejabat Pengawas
(eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

(8) Pimpinan Satuan Organisasi memberikan penugasan
kepada jabatan fungsional dan pelaksana.

(9) Jabatan Fungsional dan pelaksana dapat bekerja
secara individu dan/atau dalam tim kerja.

(10) Dinas Pendidikan dapat dibentuk Korwilcam.

(11) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas
Pendidikan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 17 September 2624

BUPATI BENGKALIS,
ttd
KASMARNI

d/ Bengkalis
18 September 2624

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 5¢
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR: 5@ TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 107
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA
I
SEKRETARIAT
KELOMPOK JF II
SUBBAGIAN UMUM DAN SUBBAGIAN KEUANGAN DAN
KEPEGAWAIAN PERLENGKAPAN
iC 1[ 1 L
BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN
PE. S
PENDIDIKAN NONFORMAL BIDANG PEMBINAAN SD BIDANG PEMBINAAN SMP BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
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